DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 171/20/KEP.PIMP.DPRD/2010
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang . a.

Mengingat .

KABUPATEN SUMEDANG

bahwa sehubungan adanya kegiatan yang
bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat yang

. belum dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2010, dan dijabarakan dalam Peraturan
Bupati tentang Penjabaran PErubahan APBD
Tahun Anggaran 2010, maka untuk kelancaran
pelaksanaannya PEraturan  Bupati tentang
Penjabaran Perubahan Tahun Anggaran 2010
perlu diubah dan disesuaikan;,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu
ditetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten
Sumedang tentang Persetujuan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2010;

1950 tentang
Undang-undang Nomor 14 Tahun |
Pembe%tukan Daerah- Daerah dalam Lingkunga

127



OPropinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2950 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupusi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Updang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421 ),
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438):

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4028),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007
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14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712) ,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi KEuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negard

130



22,

23.

24,

25.

26.

27.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4814),

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4857);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan .antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737),
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738),

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa
Kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang  Operasional Pimpinan  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta tata cara
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2009 tentang Pedoman Tata Cara Pengitungan,
Penganggaran dalam  APBD, Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010;

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2005 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2007
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah  Kabupaten
Sumedang Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5
Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 7 Seri
D3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6
Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2006 Nomor 8 Seri D),

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1
Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2007 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
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41

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2),
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5),
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Sumedang (Lembaran  Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7),
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkata Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2010 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sumedang Tahun 2008-2013(Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Pihak
Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 18
Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa
Barat (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat
Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5
Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang  (Lembaran  Daerah Kabupaten
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Memperhatikan

49.

50.

51.

S).
Sumedang Tahun 2010 Nomor
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan
untuk Infrastruktur dan Gedung/Bangunan Tahun
Anggaran 2010 tanggal 16 Agustus 2010;
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun
2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010
Tanggal 12 November 2010;

Pergt%ran Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun
2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 65 ),

Peraturan  Menteri ~ Keuangan  Nomor
113/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Penguatan Infrastruktur dan
PrasaranaDaerah Tahun Anggaran 2010,

Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor
114/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Dana  Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ;

Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor
115/PMK.07/2010  tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

66/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran
2010

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor
117/PMK.07/2007 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah
zgcixgnsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan
Keuangan untuk Infrastruktur dan
Gedung/Bangunan Tahun 2010 :

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun
2010 tentang Pengelolaan Penggunaan dan
Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
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10.

11

12.

13.

14.

Tembakau Tahun 2010 ;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
978/Kep.427-Keu/2010 tentang Bantuan Keuangan
kepada Kabupaten/Kota dan Desa Tanggal 25
Februari 2010;

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
978/Kep.769-Dinkes/2010 tentang Perubahan atas
Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor
978/Kep.426-Dinkes/2010 tentang Bantuan
Keuangan untuk Pembangunan Bidang Kesehatan:
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
978/Kep.774-Disnak/2010 tentang bantuan
Keuangan untuk Pengembangan Peternakan
Keputusan  Gubernur Jawa Barat Nomor
978/Kep.11482-Distan. TP/2010 tentang Bantuan
Keuangan untuk menunjang Pembangunan
Pertanian Tanggal 19 Agustus 2010;

Keputusan  Gubernur Jawa  Barat Nomor
978/Kep.1281-Disdik/2010 tentang Bantuan
Keuangan untuk Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Sekolah Standar Nasional dan Sekolah
Bertaraf Internasional pada Sekolah Dasar dan

Sekolah  Menengah Pertama Tanggal 27
September 2010 ;

Keputusan  Gubernur  Jawa Barat Nomor
978/Kep.1282-Disdik/2010 tentang Bantuan
Keuangan untuk Peningkatan Kualitas dan
Aksesbilitas Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah
Menengah Kejuruan Sekolah Standar Nasional dan
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional/Sekolah
Bertaraf Internasional Tanggal 27 September 2010:
Keputusan  Gubermnur Jawa  Barat Nomor
978/Kep.1402-Disdik/2010 tentang Bantuan
Keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas
Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan
Sekolah Dasar di Jawa Barat Tanggal 18 Oktober
2010 ;

Keputusan  Gubernur Jawa Barat Nomor
978/Kep.1403-Disdik/2010 tentang Bantuan
Keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas
Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan
Sekolah Dasar di Jawa Barat untuk Alat Peraga
EDUTAINMENT Berbasis Pembelajaran  Aktif,
Kreatif, Efektif dan menyenangkan (PAKEM) ;
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15.

16.

17.

18.

19

20.

Menetapkan

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor
978/Kep.1404-Disdik/2010 tentang Bantuan
Keuangan untuk Peningkatan Pemerataan
Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
ézng Berkualitas di Jawa Barat Tanggal 18 Oktober
10;
Keputusan  Gubernur Jawa  Barat Nomor
978/Kep.1405-Disdik/2010 tentang Bantuan
Keuangan untuk Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Sekolah Menengah Atas di Jawa
Barat Tanggal 18 Oktober 2010;
Keputusan Gubernur  Jawa Barat Nomor
978/Kep.1406-Disdik/2010 tentang Bantuan
Keuangan untuk Peningkatan Kualitas, Aksesbilitas
dan Relevansi Sekolah Menengah Kejuruan di
Jawa Barat Tanggal 18 Oktober 2010;
Keputusan Gubernur  Jawa Barat Nomor
978/Kep.1407-Disdik/2010 tentang Bantuan
Keuangan untuk Peningkatan Layanan Pendidikan
Masyarakat, Pendidikan Gender dan Pendidikan
Kesetaraan Tanggal 18 Oktober 2010;
Surat Bupati Nomor : 900/3570/DPPKAD/2010
tanggal 23 Juli 2010 tentang permohonan
Persetujuan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran
2010;
Keputusan Hasil Rapat Pimpinan DPRD tanggal
13 Desember 2010 tentang Persetujuan Pimpinan
DPRD tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran

2010.

MEMUTUSKAN

. Menvyetujui Perubahan Atas  Peraturan Bupati
AESAT Sumzeda#g Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan
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Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2010:

KEDUA . Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis
dapat diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada
Peraturan yang berlaku, dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkandi : SUMEDANG
pada tanggal : 13 Desember 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

—_——

W

YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

O s

ASEP ELY GUNAWAN, S.Pdi  Drs. H. SARNATA

Ir. EDI ASKHARI

Salinan:
1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
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